
 
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 
 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 
NOMOR 21 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 
3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI 

WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD 
DAN PNS/NON PNS DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH 

KOTA PADANG PANJANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi 
pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Struktural 
Eselon II, III, IV dan staf serta non PNS di lingkungan 
Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan 
perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Padang Panjang 
Nomor 3 Tahun 2016; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Padang Panjang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil 
Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS/Non PNS di 
Lingkungan Perintah Kota Padang Panjang. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 962) 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);                                      

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor  4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4712); 

  10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi 
Pejabat/Pegawai Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

  16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 
8 Seri E.2); 

  17. 
 
 
 

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor  20 Tahun 2010 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kota Padang Panjang; 

 
                      MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, 
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PNS/NON PNS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.  

   
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan 
Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD 
dan PNS/Non PNS di Lingkungan Perintah Kota Padang 
Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 
Nomor 3 Seri E.2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf c diubah, 

sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 

(1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta 
PNS/Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas 
luar daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang 
berwenang; 

(2) Pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut : 
a. untuk Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah oleh 

Walikota/Wakil Walikota jika Walikota berhalangan; 
b. untuk Pimpinan/Anggota DPRD oleh Pimpinan DPRD; 

dan 
c. untuk Pejabat Struktural Eselon II, dan eselon III 

mandiri oleh Walikota atau Wakil  Walikota jika Walikota 
berhalangan. 

d.  untuk Pejabat Struktural Eselon III, IV, V, Staf dan Non 
PNS oleh Sekretaris Daerah atau Asisten jika Sekretaris 
Daerah berhalangan. 



- 4 - 
 

 
2. Ketentuan Pasal 6a diubah, sehingga Pasal 6a berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 6a 
 

(1) Untuk Pejabat Struktural Eselon II dan III Mandiri yang 
akan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah 
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlebih 
dahulu harus mendapat persetujuan oleh Sekretaris 
Daerah atau Asisten jika Sekretaris Daerah berhalangan; 

(2) Untuk Pejabat Struktural Eselon III, IV, V, Staf dan Non 
PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam 
daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
terlebih dahulu harus mendapat persetujuan oleh Kepala 
SKPD. 

 
Pasal II  

 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang. 
 

                                                                 
Ditetapkan di   : Padang  Panjang 
pada tanggal      : 23 September 2016 

   
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 
dto 

 
HENDRI ARNIS 

 
 
Diundangkan di : Padang Panjang 
pada tanggal      : 23 September 2016  
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
  

dto 
 

     EDWAR JULIARTHA 
 
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 21 SERI A.9 
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